PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan penyaluran anggaran
bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian
Kebudayaan yang tertib, efisien, ekonomis, -efektif,
transparan, dan akuntabel dalam mendukung program
kebudayaan, perlu menyusun pedoman umum
penyaluran bantuan pemerintah;

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam penyaluran anggaran bantuan pemerintah di
lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri
sebagai pengguna anggaran perlu menyusun pedoman
umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kebudayaan tentang Pedoman Umum Pemberian
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kebudayaan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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-2 -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN
UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat
atau lembaga pemerintah /nonpemerintah.
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2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri serta disahkan oleh
Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen
pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen
pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

3. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut
Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak
lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan,
surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran
LS.

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Menteri.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di
Kementerian.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
pendapatan dan belanja negara.

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas
SPP dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai
pengalokasian, pencairan, penyaluran, dan

pertanggungjawaban anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak
termasuk dalam kriteria bantuan sosial pada Kementerian yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 3
Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:
a. meningkatkan akses dan mutu di bidang kebudayaan;
b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas di bidang
kebudayaan;
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meningkatkan peran dan partisipasi sumber daya
manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan;
memberikan penguatan dalam pelaksanaan dukungan
layanan di bidang kebudayaan; dan

melestarikan dan memajukan kebudayaan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4
Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk:
a. uang; dan/atau
b. barang.
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pemberian penghargaan;
b. bantuan sarana dan/atau prasarana;
c. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan; dan
d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2) diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah

sebagai berikut:

a. sumber daya manusia kebudayaan;

b. lembaga kebudayaan;

c. perangkat daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota; dan/atau

d. satuan pendidikan.

Sumber daya manusia kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. orang perseorangan; dan

b. kelompok orang.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri dari:

a. pegiat yang berkegiatan dengan objek pemajuan
kebudayaan atau cagar budaya;

b. pekerja yang berkegiatan dengan objek pemajuan

kebudayaan atau cagar budaya;

pelaku seni dan budaya;

penemu cagar budaya; dan/atau

peneliti di bidang kebudayaan.

Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri dari:

a. kelompok masyarakat;

b. komunitas tradisi;

c. komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa;

d. komunitas seni;
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komunitas museum;

komunitas sejarah;

komunitas adat; dan/atau

komunitas lain yang bergerak di bidang pemajuan

kebudayaan.

Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari:

a. organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan
hukum yang bertujuan mengembangkan dan
membina kebudayaan; dan/atau

b. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pemajuan kebudayaan.

Perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya, dan/atau masyarakat.

SR o

BAB III
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS
DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Petunjuk Teknis

Pasal 6
PA menunjuk pejabat eselon 1 yang bertanggung jawab
terhadap program Bantuan Pemerintah untuk menyusun
petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
pemberi Bantuan Pemerintah;
persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
bentuk Bantuan Pemerintah;
rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
ketentuan perpajakan; dan
sanksi.
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Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 7

PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah
berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di
dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2).

Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum
tahun anggaran berjalan.
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(3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPK menetapkan keputusan penerima Bantuan
Pemerintah yang disahkan oleh KPA.

(4) Keputusan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian
Bantuan Pemerintah.

(5) Penetapan keputusan oleh PPK dan pengesahan
keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang
paling sedikit memuat:
1. identitas penerima Bantuan Pemerintah;
2. jumlah barang; dan
3. nilai nominal barang;
b. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
paling sedikit memuat:
1. identitas penerima Bantuan Pemerintah;
2. nominal uang; dan
3. nomor rekening penerima Bantuan Pemerintah
untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
yang disalurkan melalui mekanisme transfer.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerima Bantuan
Pemerintah, penetapan keputusan oleh PPK, dan pengesahan
keputusan oleh KPA diatur dalam petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh pejabat eselon 1 yang bertanggung jawab
terhadap program Bantuan Pemerintah.

BAB IV
PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan

Pasal 9

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

(2) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.

(3) Pemberian  penghargaan dalam  bentuk  barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui mekanisme pengadaan barang dengan cara:

a. kontraktual; atau
b. swakelola.

(4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
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(5) Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai
dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.

(6) Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang yang
akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui

mekanisme:
a. Pembayaran LS ke rekening penyedia barang; atau
b. UP.

(7) Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam
bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:

a. PPK; atau
b. penyedia barang sesuai perjanjian/kontrak.

Bagian Kedua
Bantuan Sarana/Prasarana

Pasal 10

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
diberikan kepada:

a. perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
yang membidangi kebudayaan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;

b. kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (4); dan

c. lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5).

(2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan
rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

(3) Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima
Bantuan Pemerintah diberikan berdasarkan keputusan
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Pasal 11
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima
Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
a. uang; atau
b. barang.

Pasal 12
(1) Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan
dengan ketentuan:
a. barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau
dihasilkan oleh penerima Bantuan Pemerintah; atau
b. nilai perjenis barang bantuan di bawah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat
dilaksanakan oleh penerima Bantuan Pemerintah.
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Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. secara bertahap, untuk barang bantuan yang dapat
diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a; atau

b. secara sekaligus, untuk barang yang nilai perjenis
barang bantuan yang dapat dilaksanakan oleh
penerima Bantuan Pemerintah di bawah
Rp50.000.000,00 (lima  puluh juta  rupiah)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pemberian bantuan sarana/prasarana secara bertahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

secara langsung dari rekening kas negara ke rekening
penerima bantuan sarana/prasarana.

Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi

dan/atau dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah), pemberian bantuan

sarana/prasarana dilakukan secara sekaligus.

Pasal 13

Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan
sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang
kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK
menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan barang
dengan penyedia barang.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai
dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka
pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima
Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui
mekanisme Pembayaran LS.
Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan
Pemerintah dilakukan oleh:
a. PPK; atau
b. penyedia barang sesuai perjanjian/kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a,
dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara
PPK dengan penerima bantuan sarana/prasarana yang
telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3).
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Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat:

a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. jumlah dan nilai dihasilkan/dibeli;

c. jenis dan  spesifikasi barang yang akan
dihasilkan/dibeli;

d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

e. tata cara dan syarat penyaluran;

pernyataan  kesanggupan = penerima  Bantuan

Pemerintah untuk menghasilkan/membeli barang

sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan
akuntabel;

h. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke kas negara;

i. sanksi; dan

j- penyampaian laporan pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintah kepada PPK setelah pekerjaan selesai
atau akhir tahun anggaran.

gl

Pasal 15

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

huruf a yang nilai bantuannya Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) ke atas, dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah
perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima
Bantuan Pemerintah dan PPK; dan

b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima
puluh persen).

Penerima bantuan sarana/prasarana mengajukan

permohonan pembayaran tahap I sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan sarana/prasarana; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
sarana/prasarana.

Penerima  bantuan sarana/prasarana mengajukan

permohonan pembayaran tahap Il sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dengan dilampiri:

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah;
dan

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.
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PPK melakukan pengujian terhadap permohonan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), yang meliputi:

a. kelengkapan dokumen permohonan pembayaran
sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. kesesuaian dokumen = lampiran  permohonan
pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah; dan

c. kesesuaian data penerima Bantuan Pemerintah
dengan keputusan penerima Bantuan Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan

mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran

tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

PPK mengesahkan bukti penerimaan wuang untuk

pembayaran tahap II serta menerbitkan SPP setelah

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada

penerima Bantuan Pemerintah untuk melengkapi dan

memperbaiki dokumen permohonan.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. pembayaran tahap I melampirkan:

1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani
oleh penerima Bantuan Pemerintah dan PPK;
dan

2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani  oleh  penerima  Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK.

b. pembayaran tahap II melampirkan:

1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh  penerima  Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK; dan

2. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh  pimpinan  penerima
Bantuan Pemerintah.

Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (8) huruf b angka

2 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
dan ayat (4), mengajukan permohonan pencairan dana
kepada PPK dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
penerima Bantuan Pemerintah; dan
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b. kuitansi bukti penerimaan wuang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah.

PPK melakukan pengujian permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang diajukan penerima Bantuan

Pemerintah sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan petunjuk

teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada

penerima Bantuan Pemerintah untuk melengkapi dan

memperbaiki dokumen permohonan.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada PP-SPM dengan dilampiri:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
penerima Bantuan Pemerintah dan PPK; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah
dan disahkan oleh PPK.

Pasal 17
Penerima dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a,
harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada
akhir tahun anggaran, meliputi:
a. berita acara serah terima, yang memuat:
1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan
sisa dana;
2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
perjanjian kerja sama; dan
3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran
telah disimpan;
b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan
Pemerintah yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja
sama.
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan
Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa
dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan
perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan
pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
sesuai dengan perjanjian kerja sama.
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Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan

Pasal 18

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
a. lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (5); dan
b. perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dapat diberikan dalam bentuk uang
atau barang kepada lembaga kebudayaan atau perangkat
daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan kepada lembaga kebudayaan atau
perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.

Pasal 19
Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam
bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah,
PPK menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan
barang dengan penyedia barang.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
Pencairan dana  bantuan  rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam rangka
pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima
Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui
mekanisme Pembayaran LS.

Pasal 20

Dalam hal bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dapat dilaksanakan sendiri oleh
penerima Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah
dapat diberikan dalam bentuk uang.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) yang telah mempunyai unit pengelola keuangan
dan kegiatan.
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Unit pengelola keuangan dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari orang

yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk
menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, dan
melaksanakan pembayaran.

Orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh saling

merangkap.

Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah tidak

mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bantuan

Pemerintah dalam bentuk uang dapat diberikan kepada

penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan persyaratan

penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam
petunjuk teknis oleh pejabat eselon 1 yang bertanggung
jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.

Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan secara

langsung dari rekening kas negara melalui mekanisme

Pembayaran LS kepada:

a. rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada
lembaga kebudayaan atau perangkat daerah provinsi
dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1); atau

b. rekeninglembaga kebudayaan atau perangkat daerah
provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam hal tidak
mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan.

Pasal 21

Pencairan dana  bantuan  rehabilitasi dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan
berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan:

a. unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga
kebudayaan atau perangkat daerah provinsi
dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1); atau

b. pimpinan lembaga kebudayaan atau perangkat
daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam
hal penerima Bantuan Pemerintah tidak mempunyai
unit pengelola keuangan dan kegiatan.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat:

a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. jumlah dan nilai rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan;

c. jenis dan  spesifikasi rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan;

d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

e. tata cara dan syarat penyaluran dana;

pernyataan  kesanggupan = penerima  Bantuan

Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan;

=
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g. pernyataan kesanggupan = penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke kas negara;

h. sanksi; dan

penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan

kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir

tahun anggaran.

e

Pasal 22

Pencairan dana  bantuan  rehabilitasi dan/atau

pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian
kerja sama ditandatangani oleh penerima Bantuan
Pemerintah dan PPK; dan

b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi
pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).

Pimpinan lembaga kebudayaan dan perangkat daerah

provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) penerima Bantuan

Pemerintah mengajukan permohonan pencairan tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

dilampiri:

a. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh
penerima Bantuan Pemerintah; dan

b. kuitansi bukti penerimaan wuang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah.

Pimpinan lembaga kebudayaan dan perangkat daerah

provinsi dan/atau  kabupaten/kota = sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) penerima Bantuan

Pemerintah mengajukan permohonan pencairan tahap II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

dilampiri:

a. kuitansi bukti penerimaan wuang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah; dan

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.

PPK melakukan pengujian terhadap permohonan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), yang meliputi:

a. kelengkapan dokumen permohonan pembayaran
sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. kesesuaian dokumen = lampiran  permohonan
pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah; dan

c. kesesuaian data penerima Bantuan Pemerintah
dengan keputusan penerima Bantuan Pemerintah.
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PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan
mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran
tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

PPK mengesahkan bukti penerimaan wuang untuk
pembayaran tahap II serta menerbitkan SPP setelah
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada
penerima Bantuan Pemerintah untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai
berikut:

a. pembayaran tahap I melampirkan:

1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani
oleh pimpinan penerima Bantuan Pemerintah
dan PPK; dan

2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh  pimpinan  penerima
Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh PPK;

b. pembayaran tahap II provinsi dan/atau
kabupaten/kota melampirkan:

1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani  oleh  penerima  Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK; dan

2. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh  pimpinan  penerima
Bantuan Pemerintah.

Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (8) huruf b angka
2 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pencairan dana  bantuan  rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan
sekaligus dalam hal Bantuan Pemerintah yang diberikan
kepada penerima Bantuan Pemerintah nilainya sampai
dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan

gedung/bangunan mengajukan permohonan pencairan

dana kepada PPK dengan dilampiri:

a. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh
pimpinan penerima Bantuan Pemerintah; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.
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PPK melakukan pengujian permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang diajukan penerima Bantuan

Pemerintah sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan petunjuk
teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada

penerima Bantuan Pemerintah untuk melengkapi dan

memperbaiki dokumen permohonan.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada PP-SPM dengan dilampiri:

a. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh
pimpinan penerima Bantuan Pemerintah dan PPK;
dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK.

Pasal 24
Penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus menyampaikan
laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah kepada
PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun
anggaran, meliputi:
a. berita acara serah terima, yang memuat:
1. jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan
sisa dana;
2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
perjanjian kerja sama; dan
3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran
telah disimpan;
b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Penerima bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dalam bentuk wuang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang
diterima sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan
Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa
dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan
perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) sebagai dokumen tambahan laporan
pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.
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Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan
Pemerintah yang Ditetapkan oleh PA

Pasal 25
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan
bantuan dalam bentuk uang atau barang yang tidak
termasuk dalam Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ yang ditetapkan oleh PA.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3);
b. kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (4);
c. lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5); dan
d. perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada
penerima Bantuan Pemerintah diberikan berdasarkan
keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.

Pasal 26

Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada
penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam
bentuk uang atau barang.

Penetapan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam
bentuk uang atau barang ditetapkan oleh KPA dengan
memperhatikan  sifat dan  karakteristik Bantuan
Pemerintah.
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Pasal 27

Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan lainnya
yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang
kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK
menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan barang
dengan penyedia barang.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai
dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
pengadaan barang dilaksanakan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui
mekanisme Pembayaran LS.
Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. PPK; atau
b. penyedia barang sesuai perjanjian/kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28
Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam
bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA
dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu
pelaksanaan kegiatan.
Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2)
huruf a dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan
keputusan.
Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA yang diberikan kepada:
a. kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b;
b. lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf c;



(9)

(1)

(2)

(3)
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c. perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf
d, dapat dilakukan sekaligus atau bertahap
berdasarkan keputusan dan perjanjian kerja sama
antara penerima bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh PA dengan PPK.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) memuat:

hak dan kewajiban kedua belah pihak;

jumlah bantuan yang diberikan;

tata cara dan syarat penyaluran;

pernyataan  kesanggupan = penerima  Bantuan

Pemerintah untuk menggunakan Bantuan

Pemerintah sesuai rencana yang telah disepakati;

e. pernyataan  kesanggupan  penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke kas negara;

f. sanksi; dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintah kepada PPK setelah pekerjaan selesai
atau akhir tahun anggaran.

o op

Pasal 29

Pembayaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang

diberikan kepada orang perseorangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a disalurkan

secara langsung dari rekening kas negara ke rekening

penerima Bantuan Pemerintah melalui mekanisme

Pembayaran LS.

Penerima Bantuan Pemerintah yang merupakan:

a. kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b;

b. lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
25 ayat (2) huruf c;

c. perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf
d)

mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri

dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerja

sama.

Pengajuan permohonan pembayaran secara sekaligus

atau tahap I melampirkan:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
pimpinan penerima Bantuan Pemerintah; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.

Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan

selanjutnya melampirkan:

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah; dan



(5)

(6)

(7)

(8)

)

(1)
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b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.

PPK melakukan pengujian terhadap permohonan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) yang meliputi:

a. kelengkapan dokumen permohonan pembayaran
sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. kesesuaian dokumen = lampiran  permohonan
pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah; dan

c. kesesuaian data penerima Bantuan Pemerintah
dengan keputusan penerima Bantuan Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan petunjuk
teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada

penerima Bantuan Pemerintah untuk melengkapi dan

memperbaiki dokumen permohonan.

SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap I

disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
pimpinan penerima Bantuan Pemerintah dan PPK;
dan

b. kuitansi bukti penerimaan wuang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK.

SPP untuk pembayaran tahap II dan seterusnya

disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan:

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah dan disahkan oleh PPK; dan

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh pimpinan penerima Bantuan
Pemerintah.

Pasal 30
Kelompok orang, lembaga kebudayaan, organisasi
perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang
merupakan penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk
uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir
tahun anggaran meliputi:
a. berita acara serah terima, yang memuat:
1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan
sisa dana;
2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
perjanjian kerja sama; dan
3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran
telah disimpan;



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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b. foto/film hasil pekerjaan diselesaikan.

Kelompok orang, lembaga kebudayaan, organisasi
perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang
merupakan penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk
uang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana
Bantuan Pemerintah yang diterima sesuai dengan
petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah dan
perjanjian kerja sama.

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan
Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa
dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan
perjanjian kerja sama.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 31

KPA bertanggung jawab atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

pencapaian target kinerja Bantuan Pemerintah;
transparansi pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

Pasal 32

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi,

dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, KPA

melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu melakukan pengawasan terhadap:

a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan
Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan

b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

KPA  mengambil langkah-langkah  tindak lanjut

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk

perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33
Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan surat perintah pencairan
dana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Pasal 34
Tata cara penyerahan barang milik negara dari pemberi
Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah
berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai tata cara
pemindahtanganan barang milik negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai Bantuan Pemerintah di bidang kebudayaan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 750), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
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N\ Elektronik

FADLI ZON

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
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DHAHANA PUTRA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

A. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR ..o, (1)
Pada hari ini ................. (2) tanggal ................. (3) bulan ............. (4)
tahun................. (5), yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ettt ettt e et ettt ettt e e e e et et e e (6)
Jabatan : Pimpinan Lembaga .....coouvvviiiiiiiiiiii e (7)
Alamat PP PP (8)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Nomor .................c...... (9) dan Perjanjian Kerja Sama

NOMOT ..eviniiiiiiiiiiiiiiiiia (10) mendapatkan bantuan ...........c.coeoeeeinninl. (11)

015 ot 6 1 ¥ T (12) dengan nilai bantuan

sebesar ..o, (e, ) (13).

1. Sampai dengan tanggal........c.c.cccovenenenen. (14), kemajuan penyelesaian
pekerjaan ........cooceeiiiininnn.. (15) SebesSar «.vvuvvieiiniiiiieieiieeieeeaes %(16).

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia untuk dituntut
penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

............................ s ereererieeneeieennenneeneens (17)
Pimpinan/Ketua Lembaga .................. (18)

Materai




PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NO URAIAN ISIAN
1. Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
2. Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan
3. Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan
4. Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan
S. Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan
0. Diisi dengan nama pimpinan penerima Bantuan Pemerintah
7. Diisi dengan nama lembaga penerima Bantuan Pemerintah
8. Diisi dengan alamat lembaga penerima Bantuan Pemerintah
0. Diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan Pemerintah
10. Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
11. Diisi dengan Jenis Bantuan Pemerintah yang diterima
(sarana/prasana, rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA)
12. Diisi dengan bentuk Bantuan Pemerintah yang diterima
13. Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai Bantuan Pemerintah
yang diterima sesuai dengan Keputusan atau Perjanjian Kerja
Sama
14. Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan
15. Diisi dengan bentuk Bantuan Pemerintah yang diterima
16. Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan
17. Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan
Penyelesaian Pekerjaan
18. Diisi dengan nama lembaga penerima Bantuan Pemerintah
19. Diisi dengan nama pimpinan penerima Bantuan Pemerintah
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B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR .....ccoceiiiiinne. (1)
Pada hari ini ................... (2) tanggal ................... (3) bulan ............... 4)
tahun ............... (5) yang bertanda tangan di bawah ini:
) R A= o o - PPN (6)
Jabatan : Pimpinan/Ketua Lembaga ......c.ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien (7)
2 = 0 E (8)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
/R A\ o 0 = 9)
NIP PP PP PPN (10)
Jabatan : PPK SatKer.....o.iiiiiiiiiiii e (11)
AlAmat 1 o (12)

yang selanjutnya disebut sebagai PITHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa
........................................................... (13) sesuai dengan Keputusan Nomor
......................................................... (14) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor
............................ (15).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ (vevnereenenn. ) (16)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ (ceereennen ) (17)
c. Jumlah total sisadana : ........cceieiiiiiiiiiiiiiii (coveennnn ) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan
................................ (19) sebesar....ccceeeveveineniieneneenen (coeveiiiniiiininll)

(20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima dari PIHAK KESATU berupa ......cccoceveveveinenennn.. (21) dengan nilai
....................... (22).

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
........................ (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN)
terlampir.?*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

................................ (24) PPK Satker .................... (26)

.............................. (25) e (27)
NIP .o, (28)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NO URAIAN ISIAN
1. Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima
2. Diisi dengan hari pembuatan Berita Acara Serah Terima
3. Diisi dengan tanggal pembuatan Berita Acara Serah Terima
4. Diisi dengan bulan pembuatan Berita Acara Serah Terima
S. Diisi dengan tahun pembuatan Berita Acara Serah Terima
6. Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima
Bantuan Pemerintah
7. Diisi dengan nama lembaga penerima Bantuan Pemerintah
8. Diisi dengan alamat lembaga penerima Bantuan Pemerintah
9. Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
10. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
11. Diisi dengan nama Satuan Kerja pemberi Bantuan Pemerintah
12. Diisi alamat Satuan Kerja pemberi Bantuan Pemerintah
13. Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima Bantuan
Pemerintah
14. Diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Bantuan
Pemerintah
15. Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian
Bantuan Pemerintah
16. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang diterima
17. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang telah dipergunakan
18. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang tidak dipergunakan
19. Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima Bantuan
Pemerintah
20. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang telah dipergunakan
21. Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima Bantuan
Pemerintah
22. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang telah dipergunakan
23. Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana Bantuan
Pemerintah yang tidak dipergunakan jumlah sama seperti angka
(18)
24. Diisi dengan nama lembaga penerima Bantuan Pemerintah
25. Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima
Bantuan Pemerintah
26. Diisi dengan nama Satuan Kerja pemberi Bantuan Pemerintah
27. Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
pemberi Bantuan Pemerintah
28. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja pemberi Bantuan Pemerintah

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
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